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BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telh diuraikan di atas,

maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di BPKAD
Kabupaten Buol, dilihat dari: Planning, Organizing, Actuating, dan
Controlling telah dilaksanakan, akan tetapi pada pegorganisasian dan
pelaksanaan (Actuating) dinilai belum optimal, karena struktur organisasi
teknis tidak dibentuk sehingga masih terdapat tumpang tindih tugas dan
wewenang serta masih mengalami kesalahan dalam memasukkan pos jenis
belanja, sehingga menimbulkan ketidaksesuian data OPD dengan data yang
ada dalam system SIMDA.

2. Determinasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di
BPKAD Kabupaten Buol yang dilihat dari: a. Relevan, b. Keandalan, dapat
dibandingkan, dan dapat dipahami telah dilaksanakan dan menjadi indikator
kebrhasilan penerapan SIMDA di BPKAD Kabupaten Buol, meskipun pada
point ke 4 yakni dapat dipahami masih belum optimal karena masih banya
OPD yang belum paham istilah akuntansi disebabkan oleh background
Pendidikan bukan berasal dari Akuntansi, serta pemahaman tentang PSAP

masih kurang.
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5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka yang menjadi

saran perbaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada aspek pengorganisasian perlu dibentuk struktur organisasi Teknik yang
menangani SIMDA, baik SIMDA Penganggaran, Keuangan, Gaji, dan lain-
lain untuk menhindari adanya tumpeng tindih tugas dan wewenang

2. Pada aspek pelaksanaan (Actuating) perlunya peningkatan pelatihan Bimtek
bagi para Bendahara dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman mengenai laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam hal ini
adalah SIMDA

3. Agar laporan keuangan dapat dipahami, maka perlunya peningkatan
pemahaman dasar terkait dengan istilah akuntansi yang digunakan dalam
PSAP sehingga dapat meminimalisir kesalahan, dan laporan keuangan dapat

dipahami oleh pengguna laporan keuangan itu sendiri
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